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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi lebih maju berdampak kepada kemudahan 

akses informasi dan budaya luar masuk kedalam Indonesia yang 

mengakibatkan pengaruh terhadap perubahan perilaku dalam diri 

masyarakat. Dalam kenyataannya tidak hanya informasi semata di 

Indonesia, budaya luar pun kini mulai perlahan mengikis budaya lokal yang 

telah ada (Maulidia & Afidah, 2019). Hal ini tentu saja memberikan dampak 

yang sangat besar bagi perilaku masyarakat di Indonesia seperti minuman 

beralkohol, merokok hingga seks bebas.  

Minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 

2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang 

selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 pada BAB I Pasal 

1 ayat 1 berbunyi: 

"Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol 

atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang 

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau 

fermentasi tanpa destilasi.”  

 

Minuman beralkohol juga diatur dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ 

Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, 

Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol   
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Dampak minuman beralkohol menurut Fransiskawati Polangitan 

adalah “ The habit of consuming alcoholic beverages is the most difficult 

thing for public health, using alcoholic beverages for a long time can cause 

various problems related to health” (Polangitan et al., 2021) selanjutnya, 

menurut Ibnu Sutoko  “Alcohol is an organic compound that contains a 

hydroxyl functional group and is often consumed in the form of drinks by 

some people. Based on the 2014 Global status report on alcohol and health, 

as many as 1,928,000 Indonesians experience health problems due to 

excessive alcohol consumption” (Sutoko & Latipun, 2021). 

Minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan 

mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan 

pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan, dan 

perizinannya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu melakukan 

langkah-langkah pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang 

dilaksanakan secara terkoordinasi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya memberi kewenangan 

kepada Daerah untuk mengatur urusan pemerintahan seluas-luasnya kecuali 

urusan yang ditetapkan menjadi urusan pemerintah. Hal ini dilakukan dalam 

rangka membangun manusia yang berakhlak mulia serta mengendalikan dan 

mengantisipasi gangguan keamanan, ketertiban serta gangguan kesehatan 

manusia yang salah satunya disebabkan oleh pengaruh buruk minuman 

beralkohol. 
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Keberadaan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang  merupakan 

potensi yang harus selalu dioptimalkan untuk meningkatkan pengembangan 

pariwisata di daerah, salah satunya diwujudkan dengan menyediakan 

berbagai fasilitas yang dibutuhkan  wisatawan. Wisatawan mancanegara 

yang sebagian besar mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki 

konsekuensi kepada Daerah untuk menyediakan tempat penjualan minuman 

beralkohol.  

Dalam rangka melindungi masyarakat dari pengaruh buruk minuman 

beralkohol dan memberikan pelayanan kepada wisatawan asing mendorong 

Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan terhadap minuman 

beralkohol agar konsumsi minuman beralkohol tidak menimbulkan dampak 

negatif pada pertumbuhan jiwa generasi bangsa dengan hilangnya kesadaran 

atau mabuk sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta 

menimbulkan keresahan di masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen dalam pengawasan 

dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Magelang, hal 

ini dapat dilihat dari dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman Keras/Beralkohol.  

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman Keras/Beralkohol mengatur tentang 

penggolongan minuman beralkohol termuat dalam pasal 2 bahwa Minuman 

keras / beralkohol golongan A, yaitu minuman beralkohol yang ditetapkan 

sebagai barang dalam pengawasan di Kabupaten Magelang. Sedangkan 
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Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman 

beralkohol yang diproduksi, peredaran, penjualan dan konsumsinya 

ditetapkan sebagai barang larangan di Kabupaten Magelang. 

Dalam perkembangannya,  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman Keras/ Beralkohol sudah tidak 

sesuai dengan dinamika di masyarakat sehingga perlu diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.  

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Minuman Beralkohol tercantum dalam konsideran yaitu untuk melindungi 

kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat 

dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol. 

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol 

diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan perbuatan atau 

pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang 

menyimpang dari norma agama, adat istiadat dan sosial kemasyarakatan 

seperti perkelahian, pembunuhan, perjudian dan lain sebagainya yang timbul 

akibat minuman beralkohol.  

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 

2002 tentang Minuman Keras/Minuman Beralkohol menjadi Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan 
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dan Pengendalian Minuman Beralkohol dapat dilihat dari pasal yang 

mengatur terkait penggolongan, pengawasan, dan sanksi terhadap penjualan 

dan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Magelang. 

Peredaran minuman beralkohol telah diatur sedemikian rupa, namun 

dalam realitanya masih banyak dijumpai disekitar kita. Hal tersebut dapat 

dilihat dari data yang penulis ambil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang. Hasil Temuan Barang 

Bukti pada Operasi Yustisi Perda Minuman Beralkohol di 21 Kecamatan 

pada Tahun 2019-2022 sejumlah 1.312 botol. 

Adapun rincian hasil temuan Operasi Yustisi Perda Minuman 

Beralkohol yaitu Kecamatan Srumbung sebanyak 120 botol, Kecamatan 

Salam sebanyak 51 botol, Kecamatan Ngluwar sebanyak 13 Botol, 

Kecamatan Muntilan sebanyak 81 botol, Kecamatan Mungkid 129 botol, 

Kecamatan Dukun sebanyak 26 botol, Kecamatan Sawangan sebanyak 2 

botol, Kecamatan Borobudur sebanyak 47 botol, Kecamatan Salaman 

sebanyak 306 botol, Kecamatan Tempuran sebanyak 57 botol, Kecamatan 

Kajoran sebanyak 14 botol, Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 1 botol, 

Kecamatan Bandongan sebanyak 1 botol, Kecamatan Windusari sebanyak 2 

botol, Kecamatan Secang sebanyak 148 botol, Kecamata Grabag sebanyak 

42 botol, Kecamata Ngablak sebanyak 4 botol, Kecamata Pakis sebanyak 17 

botol, Kecamata Tegalrejo sebanyak 55 botol, Kecamata Candimulyo 

sebanyak 32 botol, dan Kecamata Mertoyudan sebanyak 164 botol. 
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Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa peredaran penjualan 

minuman beralkohol secara illegal sangat signifikan di wilayah Kabupaten 

Magelang. Minuman beralkohol mengakibatkan hilangnya kesadaran orang 

yang mengkonsumsinya, sehingga menjadi awalan dari tindakan atau 

perbuatan pidana atau pelanggaran ketertiban umum yang meresahkan 

masyarakat. 

Pelanggaran ketertiban umum akibat pengaruh minuman berakohol 

dapat diamati ditempat-tempat karaoke dan warung-warung pinggir jalan 

dapat menimbulkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat seperti 

terjadinya pesta miras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang dewasa 

di berbagai tempat, perkelahian, penganiayaan, pemalakan, tawuran, 

pembegalan, pencurian, perjudian, dan berbagai bentuk keributan yang 

mengakibatkan gangguan ketenteraman pada lingkungan masyarakat 

lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan 

pengaruh minuman beralkohol. 

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Ketertiban Umum 

Jenis 
Jumlah pelanggaran ketertiban umum 

2020 2021 2022 

Pelanggaran ketertiban 

umum akibat pengaruh 

minuman berakohol 

220 kasus 308 kasus 584 kasus 

(Sumber: Laporan operasi penyakit masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang) 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah pelanggaran ketertiban umum 

akibat pengaruh minuman beralkohol dari tahun 2020 hingga 2022 

mengalami peningkatan. Perilaku masyarakat yang melakukan pelanggaran 
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ketertiban umum merupakan masalah yang cukup merugikan, perilaku 

mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan salah satu faktor yang 

menjadi penyebabnya pelanggaran ketertiban umum. Sehingga, diperlukan 

penanganan langkah yang tepat agar terjadinya lingkungan yang kondusif, 

nyaman, dan juga ketenteraman bagi masyarakat. Dalam rangka 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai  

bentuk dari penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintahan Pusat maka 

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang membuat salah satu produk 

hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 

 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 telah 

menjelaskan tentang izin penjualan minuman beralkohol dan tempat 

penjualan serta Tim Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol. 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 pada BAB VII 

pasal 14 yang berbunyi: 

“ (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap: 

a. perizinan terhadap importir minuman beralkohol, produsen, 

distributor, sub distributor, dan/atau penjual langsung minuman 

beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C; dan 

b. tempat dan/atau lokasi penyimpanan dan penjualan minuman 

beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C. 

(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat satu (1) dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian. 

(3) Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) 

wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepada 

Bupati. 

(4) Pembiayaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta unsur Tim sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.” 
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Berikut ini adalah tabel yang mengenai data pemusnahan barang bukti 

minuman beralkohol: 

Tabel 2.1 Data Pemusnahan Barang Bukti Minuman Beralkohol 

Jenis kemasan 
Pemusnahan barang bukti minuman beralkohol 

2020 2021 2022 

Botol 864 2623 3160 

(Sumber: Polresta Magelang) 

 

Dari tabel diatas maka dapat dilihat pemusnahan barang bukti 

minuman beralkohol di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan 

signifikan pada tahun 2020 hingga tahun 2022. 

Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Magelang sampai saat 

ini masih tinggi, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara 

pemerintah dengan masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran 

minuman beralkohol. Dengan adanya Peraturan  Daerah Nomor 12 Tahun 

2012 yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian  minuman 

beralkohol diharapkan dapat mengurangi peredaran minuman beralkohol  

illegal di Kabupaten Magelang. 

Berdasarkan paparan diatas melahirkan permasalahan penelitian, yaitu 

adanya kesenjangan antara yang seharusnya (das sollen) dengan kenyataan 

(das sein) yang mana seharusnya dengan adanya Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol diharapkan dapat mewujudkan tujuan 

Perda tersebut yaitu untuk melindungi kesehatan, ketenteraman dan 

ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi 
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minuman beralkohol. Namun pada kenyataannya masih ditemukan adanya 

penjualan minuman beralkohol illegal yang mengakibatkan gangguan 

ketertiban umum. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik meneliti 

“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 

TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN 

BERALKOHOL DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI 

KABUPATEN MAGELANG”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang 

merupakan dasar penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 

12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman 

Beralkohol  dalam mewujudkan ketertiban di Kabupaten Magelang? 

2. Apa hambatan dan solusi dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol dalam mewujudkan ketertiban di 

Kabupaten Magelang?  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui peranan aturan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol dalam mewujudkan ketenteraman 



10  
 

dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk 

mengkonsumsi minuman beralkohol. 

2. Untuk mengetahui peranan penegak hukum dalam menegakkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol  

3. Untuk mengetahui hambatan serta solusi dalam pengawasan dan 

pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Magelang.  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, sebagai berikut:  

1. Manfaat dari segi teoritis  

a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum dan 

penelitian yang mengarah dan pengembangan dalam Ilmu 

Pemerintahan. 

b. Sebagai bahan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa khususnya 

pada jurusan ilmu hukum dan masyarakat pada umumnya kemudian 

juga dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum untuk penelitian 

yang selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga dan instansi khususnya bagi 

tim pengawasan dan pengendalian terkait pengendalian, 

pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan 

minuman beralkohol dan memberi informasi kepada masyarakat 
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mengenai bentuk-bentuk hukum minuman beralkohol.  

b. Manfaat praktis dari sudut pandang masyarakat penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah 

wawasan mengenai aturan pengawasan dan pengendalian terhadap 

peredaran dan penjualan minuman beralkohol khususnya di 

Kabupaten Magelang. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pertama, Christian Aditya, 2021 . Skripsi Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta tema penelitian Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman 

Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan terhadap Penjualan Ilegal 

Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman, adapun fokus penelitian untuk 

mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras dan 

Larangan Minuman Keras dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras 

Secara Ilegal di Kabupaten Sleman dan faktor penghambat penegakan Perda 

tersebut. Hasil dari penelitian tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman 

Keras dan Larangan Minuman Campuran tidak efektif karena faktor 

penegak hukum, faktor masyarakat, faktor hukum (Aditya, 2021). 

Kedua, Elvira, Diana Putri, 2019, Skripsi Universitas Muhammadiyah 

Malang. Tema penelitian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran 

Minuman Keras Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Di Kecamatan 

Kebomas Kabupaten Gresik) adapun fokus penelitian untuk mengukur 

tingkat efektivitas Peraturan Daerah  Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 
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2002 tentang larangan peredaran miras di Kebomas dan menganalisis perda 

berbasis maqashid syariah. Hasil dari penelitian adalah Peraturan Daerah 

tersebut tidak efektif dilaksanakan di masyarakat karena substansi 

efektivitas undang-undang tidak terpenuhi dengan baik dan perda tersebut 

sudah sesuai dan mengandung substansi maqashid syariah (Elvira, 2019). 

Ketiga, Risnawati Darwis, 2017, Skripsi Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar tema penelitian Efektivitas Perda Gowa Nomor 50 

Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Keras adapun 

fokus penelitian yaitu faktor yang mempengaruhi dan bagaimana aturan 

hukum  terhadap peredaran minuman keras di Tinggimoncong. Hasil dari 

penelitian tersebut Aturan Hukum Peredaran Minuman Keras (Ballo) di 

Kecamatan Tinggimoncong yaitu Pemerintah Perda Nomor 50 Tahun 2001 

Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menegaskan dilarang memproduksi, 

menyalurkan dan mengedarkan miras kecuali atas izin tertulis dari Kepala 

Daerah atas persetujuan DPRD. Latar Belakang Peredaran Ballo di 

Kecamatan Tinggimoncong yaitu kemauan dari dalam diri, atas dasar 

kesepakatan dari keluarga, faktor ekonomi dan banyak peminat (Darwis, 

2017). 

Keempat, Fairinal Andika, 2019, Jurnal Universitas Negeri Padang, 

Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Pengawasan, 

Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol, fokus penelitian ini 

adalah pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan 

pelarangan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang 
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pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol, sehingga 

hasil penelitian ini Pengawasan dilakukan oleh tim gabungan dalam bentuk 

kegiatan patroli untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol illegal dan 

mengunjungi hotel-hotel. Pengendalian dilakukan berupa kegiatan 

sosialisasi dilakukan kepada pelaku usaha minuman beralkohol dan 

masyarakat serta penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Minuman 

Beralkohol (SIUP-MB) dan Penjual langsung atau pengecer wajib 

memberikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol. Penjual 

minuman beralkohol dilarang menjual kios-kios kecil yang tidak memiliki 

izin berjualan yang sudah diatur dalam peraturan daerah kota Padang Nomor 

8 Tahun 2012 seperti berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, rumah sakit 

dan pemukiman warga. (Andika, 2019) 

Kelima, Tri Rini Puji Lestari, 2016, Jurnal Pusat Penelitian Badan 

Keahlian DPR RI, tema penelitian Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman 

Beralkohol Di Indonesia, Fokus penelitian ini adalah pengaturan terkait 

konsumsi minuman beralkohol masih belum spesifik dan komprehensif. 

Sehingga hasil penelitian ada sebagian masyarakat Indonesia yang 

mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Pengaturan yang 

ada masih tersebar di beberapa tingkat peraturan perundang-undangan 

dengan muatan pengaturan masih sektoral. Untuk itu, pengaturan ke depan 

harus lebih difokuskan pada upaya perlindungan masyarakat dari efek 

negatif konsumsi minuman beralkohol dengan memerhatikan berbagai 

faktor mulai produksi sampai dikonsumsi (Lestari, 2016). 



15  
 

Keenam, Shanti Riskiyani, Miftahul Jannah, Arsyad Rahman, 2015, 

Jurnal Universitas Hasanuddin, Tema Penelitian Aspek Sosial Budaya Pada 

Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) di Kabupaten Toraja Utara, Fokus 

penelitian ini adalah salah satu budaya masyarakat di KabupatenToraja 

Utara sejak dulu, yaitu mengonsumsi minuman beralkohol disetiap perayaan 

adat. Minuman alkohol dari Toraja disebut tuak yang berasal dari cairan 

pohon induk atau nira (Borassus flabellifer). Tuak ini disajikan di setiap 

acara adat di Toraja dan menjadi tradisi yang masih dipertahankan. Padahal 

kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol merupakan kebiasaan buruk 

dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan terutama jika dikonsumsi secara 

berlebihan dan terus menerus. Hasil penelitian konsumsi tuak di Toraja 

Utara merupakan bagian daripada tradisi masyarakat, baik pada perayaan 

pesta adat maupun dikegiatan sehari-hari. Pemerintah Daerah agar 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan 

mengenai dampak dan bahaya dari minuman beralkohol serta minuman 

oplosan (Riskiyani et al., 2015). 

Ketujuh, Harris Y. P. Sibuea, 2018, Jurnal Pusat Penelitian Badan 

Keahlian DPR RI, tema penelitian Penegakan Hukum Pengaturan Minuman 

Beralkohol, fokus penelitian bagaimana pengaturan minuman beralkohol 

dan penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol di Indonesia. 

Sehingga hasil penelitian yaitu RUU tentang Larangan Minuman 

Beralkohol diharapkan dapat mengakomodir semua permasalahan hukum 

mulai dari pengendalian minuman beralkohol sampai pada batasan 
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konsumsi minuman beralkohol. Penegakan hukum pengaturan minuman 

beralkohol belum optimal terealisasi di Indonesia. Hal ini disebabkan 

beberapa faktor efektivitas hukum belum terpenuhi secara maksimal 

(Sibuea, 2018). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama 

lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Magelang, pedoman penentuan 

kebijakan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, tahun penelitian 

juga membedakan jumlah kasus serta implementasi pengawasan dan 

pengendalian minuman beralkohol. Sehingga kendala yang di hadapi pada 

tiap tahun bisa terdeskripsikan dan dapat menjadi evaluasi dalam 

pengawasan selanjutnya.   

B. Kerangka Teori 

1. Teori Efektivitas Hukum  

Efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini dalam 

sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai 

sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran 

tercapai karena adanya proses kegiatan. (Usman, 2009).  Efektivitas 

merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh 

target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. 

Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan 

berguna untuk perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu 

lembaga.  
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Efektivitas secara umum yaitu suatu keadaan yang menunjukan 

tingkat keberhasilan atau percapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, 

kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu tingkat 

keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan 

cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Semakin 

banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap 

efektif. 

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk 

menciptakan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau 

diharapkan oleh hukum (Tjandrasari, W. Y., & Yudho, W ,1987). 

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur 

dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya di dasarkan atas hukum. 

Didalamnya negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan 

tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara hukum. Dalam negara hukum kekuasaan menjalankan 

pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan 

bertujuan untuk menyeleggarakan ketertiban hukum. Dalam rumusan 

diatas dapat dikatakan bahwa negara Republik Indonesia dalam 

penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas hukum dan dapat 

dipertanggung jawabkan atas hukum akan tetapi tetap dalam 
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penyelanggaraan tersebut tidak boleh bertentangan dengan landasan 

dasar dan konstitusional yaitu pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945.  

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: 

a. Faktor hukum (Undang-Undang)  

Hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-

aturan dan mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Apabila 

hukum itu dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan 

nyata. Hukum  juga dapat diartikan seperangkat norma atau kaidah 

yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk 

ketentraman masyarakat.  

b. Faktor penegak hukum 

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum. Penegak hukum di Indonesia ada 

beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor 

penegakan hukum seperti Pejabat Kepolisian, Jaksa, Hakim dan 

SATPOL PP bertujuan agar suatu hukum dapat berjalan dengan 

lancar dan adil. Kepribadian petugas penegak hukum merupakan 

peranan yang sangat penting untuk membantu suatu peraturan itu 

agar terlaksana dengan baik. 

c. Faktor sarana atau fasilitas  

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang 
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berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal-hal itu 

tidak tepenuhi, maka penegakan hukum tidak akan tercapai 

tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana 

dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang 

diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan 

dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai 

efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial 

maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. 

Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan 

merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan 

kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis 

ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif 

diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif 

dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program 

pemberantasan kejahatan jangka panjang. 

d. Faktor masyarakat 

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. Bentuk masyarakat dapat dibedakan 

menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat 

yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah 

masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan 

pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran 
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maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir 

memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang 

disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh 

sebab itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat 

mempengaruhi kepatuhan hukumnya. 

e.  Faktor Budaya 

Faktor Budaya merupakan sebagai hasil karya, cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat 

dan manusia.  Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang 

materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian 

besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu 

sendiri. Namun kemampuan manusia sangat terbatas, sehingga 

kemampuan budaya yang lahir sebagai hasil ciptaannya untuk 

memenuhi segala kebutuhan juga terbatas. Meskipun masyarakat 

mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, 

namun setiap kebudayaan memiliki karakteristik dasar yang sama 

untuk semua budaya di mana pun. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, hal ini 

merupakan esensi penegakan hukum dan tolok ukur daripada efektivitas 

penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa suatu sikap 

tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan itu 
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menuju pada tujuan yang dikehendaki. Sebuah peraturan menjadi 

efektif apabila peranan yang dilakukan penegak hukum semakin 

mendekati apa yang diharapkan oleh Peraturan tersebut dan sebaliknya 

menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum 

jauh dari apa yang diharapkan Peraturan. (Soekanto,  2019). 

Teori Efektivitas Hukum dikemukakan oleh Anthony Allot 

menyatakan, bahwa: “Hukum akan menjadi efektif jika tujuan 

keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan 

yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang 

efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat 

diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi 

pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksakan 

atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan 

menyelesaikannya”. 

Ada tiga fokus dalam kajian teori ini, yang meliputi: 

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. 

b. Kegagalan didalam melaksakannya, dan 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Konsep Anthony Allot ini difokuskan pada perwujudannya. Hukum 

yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat 

diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (Toni, T. 2017). 
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2. Pemerintah Dan Pemerintahan 

Pemerintah (Government) secara etimologis berasal dari kata 

Yunani, Kubernan atau nakoda kapal artinya menatap ke depan.  Dalam 

hal ini Pemerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai 

kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat 

Negara. 

Pemerintah sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan 

tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung 

pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam 

arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni 

Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan 

eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah merupakan Presiden, Wakil 

Presiden dan dibantu oleh menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah 

semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). 

Secara umum pemerintah adalah sekelompok individu yang 

mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan wewenang yang 

sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui 

perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan (CST Kansil et.al, 

2009). 

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari 

segi kegiatan (dinamika), segi struktural fungsional, serta dari segi 

tugas dan kewenangan (fungsi). Dari segi dinamika, pemerintahan 

berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber 
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pada kedaulatan dan berlandaskan dasar Negara, mengenai rakyat dan 

wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan negara. Dari segi struktural 

fungsional. Pemerintah berarti seperangkat fungsi Negara, yang satu 

sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan 

fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. 

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah 

awalan “pe” menjadi perintah, dan ketiga ditambah akhiran “an” 

menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan 

“pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau 

organisasi yang bersangkutan, sedangakan pemerintahan berarti perihal 

ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Kata perintah itu sendiri, 

paling sedikit ada empat unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu 

sebagai berikut: (1) Ada dua pihak yang terlibat; (2) Yang pertama 

pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah; (3) Yang 

kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat dan (4) Antara kedua pihak 

tersebut terdapat hubungan (Syafiie, 2018). 

Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik 

dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya 

dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh 

pemerintahan itu sendiri. 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di 

tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat. 
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Pemerintah daerah mengacu pada badan administratif  suatu daerah 

yang lebih kecil dari  negara. Istilah ini digunakan untuk melengkapi 

institusi di tingkat negara-bangsa, yang disebut  pemerintah pusat, 

pemerintah negara bagian, atau (bila perlu) pemerintah federal.  

"Pemerintah daerah" beroperasi hanya dengan menggunakan kekuasaan 

yang diberikan oleh undang-undang atau instruksi dari tingkat 

pemerintahan yang lebih tinggi, dan setiap negara memiliki jenis 

pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain. 

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah serta  Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, serta walikota, 

dan perangkat daerah yang memiliki hak-hak untuk menempatkan 

Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak berhubungan 

hanya sebatas kekhususan dan keragaman daerah tetapi juga mengenai 

hubungan ekonomi, pelayanan publik dan penggunaan sumber daya 

alam. 

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, Pemerintah 

Daerah memiliki asas-asas yang berkaitan dengan kewenangan otonomi 

sebagai berikut: 
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a. Asas Sentralisasi  

Asas sentralisasi adalah pemusatan seluruh kewenangan 

pemerintahan pada pemerintah pusat. kewenangan pemerintahan 

baik politik maupun administratif, pada dasarnya hanya bergantung 

pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak  

memiliki kekuasaan negara, pemerintah daerah berada di bawah 

kekuasaan setelah  memperoleh penyerahan dari pemerintah pusat, 

yang dalam hal ini adalah desentralisasi.. 

b. Asas Desentralisasi  

Asas desentralisasi merupakan kewenangan pemerintah pusat 

dilimpahkan kepada daerah otonom atau pemerintah daerah. 

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu De artinya bebas dan 

Centrum  artinya pusat. Asas ini memiliki kewenangan penuh 

untuk memutuskan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan. Asas 

desentralisasi memiliki tiga  bentuk yaitu: 

1) Desentralisasi Teritorial  

Desentralisasi adalah kewenangan yang diberikan oleh 

pemerintahan kepada badan publik seperti persekutuan yang 

memiliki pemerintahan sendiri, yaitu persekutuan untuk 

membina seluruh kepentingan yang saling berkaitan atas 

berbagai golongan penduduk.  
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2) Desentralisasi Fungsional  

Desentralisasi fungsional adalah desentralisasi 

kewenangan suatu lembaga oleh suatu badan atau organisasi 

ahli khusus yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu 

pemerintahan daerah. 

3) Desentralisasi Administratif  

Desentralisasi Administratif merupakan desentralisasi 

kewenangan untuk memenuhi tugas pemerintah pusat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan  daerah oleh pejabat daerah itu 

sendiri.  

c. Asas Dekonsentrasi  

Asas Dekonsentrasi menjelaskan sbahwa sPemerintah sPusat 

smendistribusikan skekuasaan skepada sPemerintah sDaerah sdan 

sInstansi sserta sPerangkat sDaerah s syang smembantu spekerjaan 

sPemerintah sDaerah. sMenurut sasas sini, spendelegasian shanya sterbatas 

spada skebijakan sadministratif, ssedangkan skebijakan spolitik stetap 

sberada sdi stangan spemerintah spusat, spejabat syang sdiserahi s 

swewenang s sbertanggung sjawab skepada spejabat syang 

smengangkatnya sdan sbukan skepada srakyat syang sdilayaninya. sPejabat 

sPemerintah sDaerah syang sdilimpahi swewenang sbertindak satas snama 

sPemerintah sPusat sbukan satas snama sdirinya ssendiri. 

d. Asas sTugas sPembantuan s 
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Asas stugas spembantuan smenjelaskan sbahwa sPemerintah sDaerah 

smelimpahkan skewenangan spenugasan skepada stingkat syang slebih 

srendah. sAsas sini smemberikan skesempatan skepada sPemerintah sPusat 

satau sPemerintah sDaerah syang slebih stinggi suntuk smeminta sbantuan 

skepada sPemerintah sDaerah syang s slebih srendah sseperti sPemerintah 

sKabupaten suntuk smenyelesaikan stugas satau smasalah srumah stangga s 

sdaerah syang s slebih stinggi. 

Dalam smenjalankan sasas stugas spembantuan stersebut, surusan 

syang sdiselenggarakan sPemerintah sDaerah stetap smerupakan surusan 

spemerintah syang slebih stinggi, snamun sbukan smenjadi surusan srumah 

stangga sdaerah syang sdiminta sbantuan smelainkan scara 

spenyelenggaraan spemerintahan sdaerah sbantuan stersebut sdiserahkan 

ssepenuhnya spada sdaerah sdan stidak sberada sdi sbawah sperintah sserta 

stidak sdapat sdimintai spertanggungjawaban soleh spemerintah syang 

slebih stinggi s(Abdullah, 2016). 

Tugas sPemerintah sDaerah sdibagi smenjadi sempat syaitu surusan 

spemerintahan sabsolut, surusan spemerintahan swajib, surusan 

spemerintahan spilihan, sdan surusan spemerintahan sumum ssebagai 

sberikut: 

a. Urusan sPemerintahan sAbsolut s 

Urusan sPemerintahan sAbsolut smerupakan surusan syang 

stermasuk sdalam sfungsi spemerintahan sdalam smemiliki 

skewenangan spada sPemerintah sPusat.nNamun, sPemerintah sPusat 
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sdapat smemberikan skewenangan sini spada sPemerintah sDaerah 

sbaik skepada skepala sdaerah smaupun sinstansi sperangkat sdaerah. s 

b. Urusan Pemerintahan sWajib s 

Urusan sPemerintahan sWajib smerupakan surusan 

spemerintahan syang stermasuk sdalam sfungsi skewenangannya  

spada spemerintah spusat sdan spemerintah sdaerah, smaka 

sPemerintah sDaerah swajib smenyelenggarakan surusan 

spemerintahan stersebut sapabila surusan spemerintahan stersebut 

smempengaruhi skehidupan smasyarakat syang stinggal sdi 

swilayahnya. sSehingga stidak smenjadi salasan suntuk smenciptakan 

smasyarakat syang smajemuk sdan smultikultural. 

c. Urusan sPemerintahan sPilihan s 

Urusan sPemerintahan sPilihan smerupakan surusan 

spemerintahan syang sdibagi skewenangannya santara sPemerintah 

sPusat sdan sPemerintah sDaerah surusan sini sterkait sdengan sletak 

sgeografis, ssumber sdaya salam, sglobalisasi sdan ssumber sdaya 

smanusia syang sspesifik suntuk swilayah stertentu. s 

d. Urusan sPemerintahan sUmum s 

Urusan sPemerintahan sUmum smerupakan surusan 

spemerintahan sdengan stugas, sfungsi sdan swewenang sPresiden 

sdan sWakil sPresiden stetapi spelaksanaannya sdi sdaerah sdilakukan 

soleh sKepala sDaerah sbaik sGubernur, sBupati, smaupun sWalikota. 

sBerbagai surusan spemerintahan stersebut sditangani soleh sKepala 
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sDaerah sbeserta sperangkat sDPRD, surusan syang stelah 

sdilaksankan satau sdirencanakan sselanjutnya sdapat sdibuat sdalam 

ssuatu speraturan sdaerah. sPeraturan sDaerah stersebut swajib 

sdisosialisasikan sagar smasyarakat smendapat sinformasi syang 

sbenar, sPemerintah sDaerah sberhak suntuk smenggunakan 

sAnggaran sPendapatan sdan sBelanja sDaerah s(APBD) satau 

spinjaman syang sberasal sdari sPemerintah sPusat satau sPemerintah 

sDaerah slain. 

Kewenangan sPemerintah sPusat, sPemerintah sDaerah sProvinsi, 

sdan  Pemerintah sDaerah sKabupaten satau sKota stelah sdijelaskan 

sdalam sPasal s13 sayat s(2), sayat s(3), sdan sayat s(4) sUndang-Undang 

sNomor s23 sTahun s2014 sTentang sPemerintahan sDaerah syang 

sberbunyi: s 

“(2) sKriteria sUrusan sPemerintahan syang smenjadi skewenangan 

sPemerintah sPusat sadalah: 

a. Urusan sPemerintahan syang slokasinya slintas sDaerah 

sprovinsi satau slintas snegara; 

b. Urusan sPemerintahan syang spenggunanya slintas sDaerah 

sprovinsi satau slintas snegara; 

c. Urusan sPemerintahan syang smanfaat satau sdampak 

snegatifnya slintas sDaerah sprovinsi satau slintas snegara; 

d. Urusan sPemerintahan syang spenggunaan ssumber sdayanya 

slebih sefisien sapabila sdilakukan soleh sPemerintah sPusat; 

sdan/atau s 

e. Urusan sPemerintahan syang speranannya sstrategis sbagi 

skepentingan snasional. s 

(3) s Kriteria sUrusan sPemerintahan syang smenjadi skewenangan 

sDaerah sprovinsi sadalah: 

a. Urusan sPemerintahan syang slokasinya slintas sDaerah 

skabupaten/kota; 

b. Urusan sPemerintahan syang spenggunanya slintas sDaerah 

skabupaten/kota; 

c. Urusan sPemerintahan syang smanfaat satau sdampak 
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snegatifnya slintas sDaerah skabupaten/kota; sdan/atau 

d. Urusan sPemerintahan syang spenggunaan ssumber sdayanya 

slebih sefisien sapabila sdilakukan soleh sDaerah sProvinsi. 

(4)  Kriteria sUrusan sPemerintahan syang smenjadi skewenangan 

sDaerah skabupaten/kota sadalah: 

a. Urusan sPemerintahan syang slokasinya  sdalam sDaerah 

skabupaten/kota; 

b. Urusan sPemerintahan syang spenggunanya sdalam sDaerah 

skabupaten/kota; 

c. Urusan sPemerintahan syang smanfaat satau sdampak 

snegatifnya shanya sdalam sDaerah skabupaten/kota; sdan/atau 

d. Urusan sPemerintahan syang spenggunaan ssumber sdayanya 

slebih s sefisien sapabila sdilakukan soleh sDaerah 

skabupaten/kota.” 

 

Pemerintah sdaerah sjuga smemiliki skewenangan suntuk 

smelaksanakan speraturan syang stelah sditetapkan, sseperti speraturan 

sperundang-undangan yaitu sPeraturan sDaerah syang spenyusunannya  

sharus sberdasarkan sasas sdan steknik syang sdigunakan sdalam 

spenyusunan sundang-undang syang stelah sditetapkan s(Tjandra, sW. sR. 

s2009). 

3. Peraturan Daerah 

Berdasarkan sPasal s7 sUndang-Undang sNomor s12 sTahun s2011 

stentang sPembentukan sPeraturan sPerundang-undangan, sdijelaskan 

sbahwa: 

“Jenis sdan shirarkhi sPeraturan sPerundang-undangan sdi sIndonesia sterdiri 

satas: 

a. sUndang-undang sDasar sNegara sRepublik sIndonesia sTahun s1945. 

b. sKetepatan sMajelis sPermusyawaratan sRakyat. 

c. sUndang-Undang/ sPeraturan sPemerintah sPenggati sUndang-undang. 

d. sPeraturan sPemerintah. 

e. sPeraturan sPresiden. 

f. sPeraturan sDaerah sProvinsi. 

g. sPeraturan sDaerah sKabupaten/ sKota”. 
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Peraturan Daerah sadalah speraturan sperundang-undangan syang 

sdibentuk sbersama santara sDPRD sdengan sKepala sDaerah sbaik sdi sProvinsi 

smaupun sKabupaten/Kota. sPeraturan sDaerah sdibentuk sdalam srangka 

spelaksanaan sotonomi sdaerah s sdan stugas spembantuan 

sProvinsi/Pemerintah/Kota sserta smerupakan spenyempurnaan slebih slanjut 

sdari speraturan sperundang-undangan syang slebih stinggi, sdengan 

smemperhatikan skarakteristik smasing-masing sdaerah. 

Pedoman spenyusunan sPeraturan sDaerah sberdasarkan sUndang-

Undang sNomor s12 sTahun s2011 stentang sPembentukan sPeraturan 

sPerundang-undangan, sPasal s5 smenjelaskan sbahwa sdalam smembentuk 

speraturan sperundang-undangan sharus sdilakukan sberdasarkan spada sasas 

sPembentukan sPeraturan sPerundang-undangan syang sbaik, syang smeliputi: 

skejelasan stujuan, skelembagaan satau spejabat spembentuk syang stepat, 

sadanya skesesuaian santara sjenis, shierarki, smateri smuatan, sdapat 

sdiimplementasikan, skegunaan sdan sefisiensi, skejelasan srumusan sdan 

stransparansi. 

Sedangkan sPasal s13 sUndang-undang sNomor s12 sTahun s2011 

smenyebutkan sbahwa: s 

“Materi smuatan sPeraturan sDaerah sProvinsi sdan sPeraturan sDaerah 

sKabupaten/Kota sberisi smateri smuatan sdalam srangka spenyelenggaraan 

sotonomi sdaerah sdan stugas spembantuan sserta smenampung skondisi skhusus 

sdaerah sdan/atau spenjabaran slebih slanjut sPeraturan sPerundang-undangan 

syang slebih stinggi.” 

 

Sementara situ sPasal s250 sUndang-undang sNomor s23 sTahun s2014 

stentang sPemerintahan sDaerah smengatur slarangan slebih srinci. sDalam shal 
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sini, sperda stidak sboleh sbertentangan sdengan skepentingan sumum sdan/atau 

skesusilaan, sberupa sterganggunya: s(1) skerukunan santarwarga 

smasyarakat; s(2) sakses sterhadap spelayanan spublik; s(3) sketenteraman sdan 

sketertiban sumum; sdan s(4) skegiatan sekonomi suntuk smeningkatkan 

skesejahteraan smasyarakat. sSelain situ, speraturan sdaerah smelarang 

sdiskriminasi sberdasarkan ssuku, sagama satau skepercayaan, sras, 

santargolongan satau sjenis skelamin. sPerancangan speraturan sdaerah stidak 

slepas sdari spengawasan sdan spengendalian. sHal sini sberkenaan sdengan 

skontrol sterhadap snorma shukum syang sterdapat sdalam speraturan 

sperundangundangan, smelalui sapa syang sbiasa sdisebut sdengan smekanisme 

skontrol snorma shukum s(Kuntana, sM., s& sBagir, s2009)) 

4. Minuman Beralkohol 

Minuman sberalkohol smerupakan sminuman syang smengandung szat 

setanol. sZat spsikoaktif syang sapabila sdikonsumsi sdapat smenghilangkan 

skesadaran. sMinuman sberalkohol sadalah ssemua sjenis sminuman syang 

smengandung setanol satau syang sbiasa sdisebut sdengan sgrain salcohol. 

sAlkohol, sdalam silmu skimia sadalah snama sumum suntuk ssenyawa sorganik 

syang smemiliki sgugus shidroksil s(- sOH) syang sterikat spada satom skarbon, 

syang sia ssendiri sterikat spada satom shidrogen sdan satom skarbon slain. 

sAlkohol ssendiri sbermacam-macam, syang sbiasa skita sjumpai sdi sminuman 

skeras sadalah sjenis sethyl smethyl salcohol satau ssering sdisebut smethanol. 

sMethanol sinilah syang sdilarang sdioplos ske sminuman skeras, skarena sdapat 

smenyebabkan skebutaan s(Nurwijaya s& sIkawati, s2009) 
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Minuman sberalkohol smenurut sPeraturan sDaerah sKabupaten 

sMagelang sNomor s12 sTahun s2012 stentang sPengawasan sdan 

sPengendalian sMinuman sBeralkohol spada sBAB sI sPasal s1 sayat s5 sberbunyi 

s"Minuman sBeralkohol sadalah sminuman syang smengandung sethanol syang 

sdiproses sdari sbahan shasil spertanian syang smengandung skarbohidrat 

sdengan scara sfermentasi sdan sdestilasi satau sfermentasi stanpa sdestilasi sbaik 

sdengan scara smemberikan sperlakuan sterlebih sdahulu satau stidak, 

smenambahkan sbahan slain satau stidak smaupun syang sdiproses sdengan scara 

smencampur skonsentrat sdengan sethanol satau sdengan scara spengenceran 

sminuman smengandung sethanol syang sberasal sdari sfermentasi.” 

Minuman sberalkohol sdikelompokan sdalam sgolongan ssebagai 

sberikut: 

a.  sMinuman sberalkohol sgolongan sA sadalah sminuman sberalkohol 

sdengan skadar sethanol s(C2H5OH) sdiatas s0% s(nol sperseratus) ssampai 

sdengan s5% s(lima sperseratus). sJenis sminuman sini spaling sbanyak 

sdijual sdi sminimarket satau ssupermarket syaitu sbir. sMinuman 

stradisional syang stermasuk sminuman sgolongan sA syaitu stuak sdengan 

skadar salkohol s4% 

b.  sMinuman sberalkohol sgolongan sB sadalah sminuman sberalkohol 

sdengan skadar sethanol s(C2H5OH) slebih sdari s5% s(lima sperseratus) 

ssampai sdengan s20% s(dua spuluh sperseratus). sJenis sminuman syang 

stermasuk sdi sgolongan sini sadalah saneka sjenis sanggur satau swine. s 

c. Minuman sberalkohol sgolongan sC sadalah sminuman sberalkohol 
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sdengan skadar sethanol s(C2H5OH) slebih sdari s20% s(dua spuluh 

sperseratus) ssampai sdengan s55% s(lima spuluh slima sperseratus). sJenis 

sminuman syang stermasuk sdalam sgolongan sini santara slain swhisky, 

sliquor sdan svodka. 

Minuman beralkohol diatur dalam beberapa peraturan baik 

menyangkut praktik produksi, penjualan, peredaran minuman 

beralkohol maupun aspek yang lainnya. Berbagai aspek tersebut 

peraturannya dapat dilihat dari beberapa ketentuan peraturan sebagai 

berikut: 

a. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian 

dan Pengawasan Minuman Beralkohol 

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mencabut 

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 

Peraturan ini mengatur tentang pengawasan dan 

pengendalian minuman beralkohol terhadap pengadaan, 

peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat 

memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban 

dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk terhadap 

penyalahgunaan minuman beralkohol. 

Dalam Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa 

minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam 
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pengawasan sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Pengawasan. 

Dalam Pasal 4 diatur tentang teknis perizinan. Perizinan 

pengadaan minuman beralkohol ada dua yaitu produksi dalam 

negeri dan impor. Perizinan pengadaan minuman beralkohol 

dalam negeri harus memiliki izin pelaku usaha sedangkan 

pengadaan melalui impor harus memiliki izin impor. 

Selain izin pengadaan juga terdapat izin edar dan izin 

perdagangan yang diatur dalam Pasal 5. Minuman beralkohol 

harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh 

Menteri perindustrian dan harus memiliki label merk sesuai 

dengan ketentuan Pasal 6. 

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/ 4/2014 

Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, 

Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/ 

4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap 

Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol ini 

mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-

DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, 

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol 

Dalam peraturan ini mengatur tentang minuman 

beralkohol dikelompokan dalam Golongan A, Golongan B dan 
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Golongan C. Minuman Berakohol golongan A adalah minuman 

yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan 

kadar sampai dengan 5% (lima per seratus), Minuman Berakohol 

golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau 

etanol (C2HsOH)) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) 

sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dan Minuman 

Berakohol golongan C adalah minurnan yang mengandung etil 

alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan kadar lebih dari 20% (dua 

puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per 

seratus). 

Dalam ketentuan Pasal 3 dijelaskan bahwa jenis atau 

produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor dan 

diperdagangkan di dalam negeri 

Dalam ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Alokasi impor 

Minuman Beralkohol diberikan oleh Menteri kepada IT-MB 

dalam bentuk surat persetujuan impor. Untuk memperoleh surat 

persetujuan impor, IT-MB harus mengajukan permohonan kepada 

Menteri dengan melampirkan fotokopi penetapan sebagai IT-MB 

paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal 1 April tahun 

berjalan. 

Dalam  ketentuan Pasal 14 dijelaskan bahwa Penjualan 

Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya 
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dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar dan Penjualan Minuman 

Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer. 

Peraturan ini juga mengatur tentang setiap perusahaan 

yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, 

Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan 

Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki 

SIUP-MB. 

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan 

Minuman Beralkohol 

 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-

DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 mengubah  Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 

tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, 

Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol  

Dalam  ketentuan Pasal 8 diubah menjadi apabila setelah 

tanggal 1 April tahun berjalan masih terdapat sisa alokasi 

Minuman Beralkohol yang tidak habis terbagi, IT-MBdapat 

mengajukan permohonan surat persetujuan impor kepada Menteri 

dengan melampirkan fotokopi penetapan sebagai IT-MB dan surat 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/129077/permendag-no-20m-dagper42014-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Details/129077/permendag-no-20m-dagper42014-tahun-2014
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persetujuan impor sebelumnya, bagi IT-MB yang sudah mendapat 

alokasi impor Minuman Beralkohol 

Peraturan ini juga merubah ketentuan Pasal 10 menjadi 

Perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan 

nama prinsipal Minuman Beralkohol hanya dapat diajukan pada 

tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 September pada 

periode berjalan 

d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian 

dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan 

Minuman Beralkohol 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-

DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 mengubah  Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman 

Beralkohol.  

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah menjadi 

Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di 

supermarket dan hypermarket dan Ketentuan Pasal 14 ayat (4) 

dihapus. 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/129144/permendag-no-72m-dagper102014-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Details/129144/permendag-no-72m-dagper102014-tahun-2014


39  
 

Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (7) diubah menjadi 

permohonan SKP-A untuk supermarket dan hypermarket dapat 

dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, 

perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen 

persyaratan dan Ketentuan Pasal 22 ayat (8) dihapus. 

e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/ M-DAG/ PER/ 5/ 2016 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 4/ 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan 

Minuman Beralkohol 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/ M-DAG/ PER/ 

5/ 2016 mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-

DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 

tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, 

Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol 

Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 4/ 2014 menjadi 

perubahan dan/ atau penambahan golongan, nama merek/jenis, 

dan nama prinsipal Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali pada 

periode berjalan. 
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f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan 

Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman 

Beralkohol 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 

mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/ M-DAG/ 

PER/ 5/ 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 4/ 2014 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, 

dan Penjualan Minuman Beralkohol 

Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 6  ayat (1), ayat 

(3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

20/ M-DAG/ PER/ 4/ 2014 menjadi untuk mendapatkan 

penetapan sebagai IT-MB, perusahaan harus mengajukan 

permohonan kepada Menteri secara elektronik, IT-MB berlaku 

selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau diubah, 

Perpanjangan dan/ atau perubahan terhadap penetapan sebagai IT-

MB dilakukan oleh perusahaan pemegang IT-MB dengan 

mengajukan permohonan secara elektronik kepada Dirjen Daglu 

dan permohonan dilengkapi dengan dokumen ash penetapan 

sebagai IT-MB yang telah diterbitkan sebelumnya dan/atau 

dokumen yang mengalami perubahan. 
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Dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 20 / M -DAG/ PER/ 4 / 2014 diubah  

menjadi kebutuhan minuman beralkohol asal impor dibagi 

berdasarkan pemenuhan kebutuhan konsumsi Minuman 

Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (duty paid) dan tidak 

dikenai pajak (duty not paid) dan dalam Ketentuan Pasal 7 ayat 

(3) sampai dengan ayat (9) dihapus. 

g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / 

M -DAG/ PER/ 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman 

Beralkohol 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 

mengubah  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 

2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang 

Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, 

Dan Penjualan Minuman Beralkohol. 

Dalam peraturan ini, di antara ketentuan Pasal 10 dan 

Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang 

menjelaskan bahwa Pelaksanaan impor Minuman Beralkohol 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/128386/permendag-no-47-tahun-2018
https://peraturan.bpk.go.id/Details/128386/permendag-no-47-tahun-2018
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penjualannya dikenai pajak (duty paid) dan tidak dikenai pajak 

(duty not paid) hanya dapat dilakukan melalui PLB. 

Dalam ketentuan Pasal 11  antara ayat (1) dan ayat (2) 

disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) yang menjelaskan bahwa 

Impor Minuman Beralkohol harus dimasukkan melalui pelabuhan 

terdekat dengan PLB tempat pengeluaran Minuman Beralkohol. 

h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan  

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 

tentang Perubahan Keenam mengubah Peraturan Menteri 

Perdagangan  Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima 

Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan 

Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman 

Beralkohol  

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah 

menjadi Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat 

diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Jenis atau produk 

Minuman Beralkohol yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) termasuk dalam Pos Tarif/ HS sebagaimana 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/128506/permendag-no-120-tahun-2018
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tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Ketentuan ayat (3) dalam 

Pasal 3 dihapus. 

Dalam ketentuan Pasal 10A diubah menjadi pelaksanaan 

impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui PLB 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. 

5. Ketertiban  

Ketertiban smerupakan ssuatu skondisi syang steratur satau stertata sdengan 

stidak sada ssuatu spenyimpangan sdari statanan syang sada. sKetertiban sini 

sberkaitan sdengan skepatuhan. sDengan sadanya srasa spatuh stidak sakan 

smuncul sterjadi spenyimpangan, ssehingga sdengan stidak sadanya  

spenyimpangan smaka sdapat sdikatakan stertib. 

Menurut sSoedjono sDirdjosisworo, sketertiban sadalah ssuasana sbebas 

syang sterarah, stertuju skepada ssuasana syang sdidambakan soleh 

smasyarakat, syang smenjadi stujuan shukum. sKetertiban stersebut 

smerupakan scermin sadanya spatokan, spedoman sdan spetunjuk sbagi 

sindividu sdi sdalam spergaulan shidup. sHidup stertib ssecara sindividu ssebagai 

slandasan sterwujudnya stertib smasyarakat syang sdi sdalamnya sterkandung 

skedamaian sdan skeadilan. s 

sSelain situ, sketertiban ssering smengacu spada sasas, skesusilaan sdan 

skedisiplinan, syang ssecara sbersama-sama sbertujuan suntuk smencapai 

ssesuatu syang sdiinginkan, syaitu sterciptanya ssuasana stenang sdan sdamai 

sdalam smasyarakat s(Usman, s2009). 
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6. Pengawasan 

Pengawasan smerupakan sproses spenentuan spekerjaan syang syang 

sharus sdilakukan satau sdiorganisasikan ssesuai sdengan sapa syang 

sdikehendaki, sdirencanakan sdan sataupun sdiperhatikan. sPengawasan sjuga 

smerupakan skegiatan syang s smenilai sapakah spelaksanaan skegiatan s ssudah 

ssesuai sdengan srencana s(Ali, sH., s& sSuadi, sA. s(2014). s 

Pengawasan sdapat sjuga sdisamakan sdengan smenyesuaikan srencana 

sdan skenyataan, sdimana srencana sharus ssejalan sdengan skenyataan. sJenis 

spengawasan sdikategorikan ssebagai sberikut: s 

a. Jenis spengawasan sberdasarkan swaktu spelaksanaan 

Pengawasan sberdasarkan swaktu spelaksanaannya sdibagi sdalam 

sdua skategori: 

1) Pengawasan spreventif smerupakan spengawasan syang sdilakukan 

ssebelum sdimulainya s spekerjaan, smisalnya spengendalian 

skesiapan, srencana skerja, srencana sanggaran sdan sperencanaan 

stenaga. s 

2) Pengawasan sRepresif smerupakan spengawasan sdengan 

smelakukan spemeriksaan sdalam spelaksanaan sdan slain 

ssebagainya. s 

b. Jenis-jenis spengawasan sberdasarkan ssubjek s 

Pengawasan sberdasarkan ssubjek sdibagi sdalam s4 ssubjek syaitu: 

1) Pengawasan sMelekat smerupakan spengawasan soleh satasan 

spimpinan sdalam spekerjaan syang sdipimpinnya suntuk smelakukan 
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spengawasan skepada sbawahanya; s 

2) Pengawasan sFungsional sialah spengawasan syang sdilakukan soleh 

saparatur syang stugasnya smelakukan spengawasan; s 

3) Pengawasan slegislatif smerupakan spengawasan syang sdilakukan 

sperwakilan srakyat sbaik spusat s(Dewan sPerwakilan sRakyat) 

smaupun sdaerah s(Dewan sPerwakilan sRakyat sDaerah); s 

4) Pengawasan smasyarakat sdimana smasyarakat smelakukan 

spengawasan ssendiri, sseperti syang sterdapat sdalam smedia smassa 

sdan smedia selektronik. 

c. Jenis-jenis spengawasan sberdasarkan scara spelaksanaannya ssebagai  

sberikut: 

1) Pengawasan slangsung 

Pengawasan slangsung sadalah spengawasan syang sdilakukan 

sdi slokasi soperasi. sPengawasan slangsung sdilakukan ssebagai 

sberikut spemeriksaan slangsung s(sidak), spengamatan slangsung, 

slaporan slangsung, syang ssekaligus sapabila sdiperlukan 

spengambilan skeputusan. s 

2) Pengawasan stidak slangsung 

Pengawasan stidak slangsung sadalah spengawasan syang 

sdilakukan sdengan scara smemantau sdan smenelaah slaporan-

laporan syang sdikeluarkan soleh sunit satau sunit skerja sterkait 

s(misalnya spejabat spengawas sfungsional, spengawas slegislatif, 

spengawasan smasyarakat). sLaporan sdapat stertulis smaupun stidak 
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stertulis. sPengawasan stidak slangsung smemiliki skelemahan syaitu 

sbawahan stidak smelaporkan ssemua skeadaan skepada satasan, stetapi 

shanya smelaporkan shal-hal syang sbaik. sDengan skata slain, s 

sbawahan scenderung shanya smelaporkan sapa syang sdisukai 

satasannya s(Angger sSigit sPramukti, sS.H. sdan sMeylani 

sChahyaningsih, s2018). 

7. Satpol PP 

Satuan sPolisi sPamong sPraja s(SATPOL sPP) sadalah sperangkat 

sPemerintah sDaerah sdalam smemelihara sketentraman sdan sketertiban 

sumum sserta smenegakkan sPeraturan sDaerah. sOrganisasi sdan stata skerja 

sSatuan sPolisi sPamong sPraja sditetapkan sdengan sPeraturan sDaerah. 

sSATPOL sPP sdapat sberkedudukan sdi sDaerah sProvinsi sdan sDaerah 

sKabupaten/Kota. sPada stingkat sProvinsi, sSatuan sPolisi sPamong sPraja 

sdipimpin soleh sKepala syang sberada sdi sbawah sdan sbertanggung sjawab 

skepada sGubernur smelalui sSekretaris sDaerah. sSementara suntuk sdi 

sKabupaten/Kota, sSatuan sPolisi sPamong sPraja sdipimpin soleh sKepala 

syang sberada sdi sbawah sdan sbertanggung sjawab skepada sBupati/Wali sKota 

smelalui sSekretaris sDaerah. 

Undang-Undang sNomor s23 sTahun s2014 stentang sPemerintahan 

sDaerah smengatur sbahwa sSATPOL sPP sdibentuk suntuk smenegakkan 

sPerda sdan sPerkada, smenyelenggarakan sketertiban sumum sdan 

sketenteraman sserta smenyelenggarakan spelindungan smasyarakat. 

sKetentuan sPasal s256 sayat s71 sUndang-Undang sNomor s23 sTahun s2014 
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stentang sPemerintahan sDaerah sdimaksud smengamanatkan spengaturan 

slebih slanjut smengenai sSATPOL sPP sdiatur sdalam sPeraturan sPemerintah. s 

Tugas, sfungsi sdan swewenang sSATPOL sPP sdiatur sdalam spasal s5, s6 

sdan s7 sPeraturan sPemerintah sNomor s16 sTahun s20l8. 

SATPOL sPP smempunyai stugas: 

a.  srnenegakkan sPerda sdan sPerkada; s 

b. menyelenggarakan sketertiban sumum sdan sketenteraman; sdan s 

c. menyelenggarakan spelindungan smasyarakat. s 

Dalam smelaksanakan stugas sSATPOL sPP smempunyai sfungsi: s 

a. penyusunan sprogram spenegakan sPerda sdan sPerkada, 

spenyelenggaraan sketertiban sumum sdan sketenteraman sserta 

spenyelenggaraan spelindungan smasyarakat; 

b. pelaksanaan skebijakan spenegakan sPerda sdan sPerkada, 

spenyelenggaraan sketertiban sumum sdan sketenteraman smasyarakat 

sserta spenyelenggaraan spelindungan smasyarakat; 

c. pelaksanaan skoordinasi spenegakan sPerda sdan sketenteraman sserta 

spenyelenggaraan spelindungan smasyarakat sdengan sinstansi sterkait; 

d. pengawasan sterhadap smasyarakat, saparatur, satau sbadan shukum satas 

spelaksanaan sPerda sdan sPerkada; sdan 

e. pelaksanaan sfungsi slain sberdasarkan stugas syang sdiberikan soleh 

skepala sdaerah ssesuai sdengan sketentuan speraturan sperundang-

undangan. s 

SATPOL sPP sberwenang: 
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a. melakukan stindakan spenertiban snonyustisial sterhadap swarga 

smasyarakat, saparatur, satau sbadan shukum syang smelakukan 

spelanggaran satas sPerda sdan/atau sPerkada; 

b.  smenindak swarga smasyarakat, saparatur, satau sbadan shukum syang 

smengganggu sketertiban sumum sdan sketenteraman smasyarakat; 

c. melakukan stindakan spenyelidikan sterhadap swarga smasyarakat, 

saparatur, satau sbadan shukum syang sdiduga smelakukan spelanggaran 

satas sPerda sdan/ satau sPerkada; s 

d. melakukan stindakan sadministratif sterhadap swarga smasyarakat, 

saparatur, satau sbadan shukum syang smelakukan spelanggaran satas sPerda 

sdan/atau sPerkada. 

Dalam spelaksanaan stugas sdan sfungsinya, sSATPOL sPP 

sseringkali sberbenturan sdengan smasyarakat sdan scenderung smendapat 

sopini s“perampasan shak sasasi smanusia”. sHal stersebut sdi ssebabkan skarena 

stugas sSATPOL sPP sdalam spenegakan saturan sbaik ssecara syustisial 

smaupun snon syustisial skerap sdianggap s“merampas” shak-hak spara soknum 

spelanggar sPerda sdimaksud. sUntuk smencegah shal stersebut smaka 

sdibentuk ssebuah sStandar sOperasional sProsesdur s(SOP) syang stertuang 

sdalam sPeraturan sMenteri sDalam sNegeri sNomor s54 sTahun s2011. sStandar 

soperasional sprosedur stugas sSatpol sPP syaitu: 

a. Standar sOperasional sProsedur spenegakan speraturan sdaerah; 

b. Standar sOperasional sProsedur sketertiban sumum sdan sketenteraman 

b. masyarakat; 
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c. Standar sOperasional sProsedur spelaksanaan spenanganan sunjuk srasa 

sdan skerusuhan smassa; 

d. Standar sOperasional sProsedur spelaksanaan spengawalan 

spejabat/orangorang spenting; 

e. Standar sOperasional sProsedur spelaksanaan stempat-tempat spenting; 

sdan 

f.  sStandar sOperasional sProsedur spelaksanaan soperasional spatroli. 

Dalam spelaksanaan stugasnya, sSATPOL sPP swajib suntuk: 

1. sMempunyai slandasan shukum 

2. sTidak smelanggar sHAM 

3. sDilaksanakan ssesuai sprosedur 

4. sTidak smenimbulkan skorban/kerugian spada spihak smanapun 

Sebagi sperangkat sdaerah, sSATPOL sPP smemiliki speran syang 

ssangat sstrategis sdalam smemperkuat sotonomi sdaerah sdan spelayanan 

spublik sdi sdaerah. sKehadiran sSATPOL sPP sdalam spenyelenggaraan 

spemerintahan sdaerah sdiharapkan sdapat smembantu sterciptanya skepastian 

shukum sdan spercepatan sproses spembangunan sdi sdaerah s(Wahyono, 

s2019) 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis spenelitian sini smenggunakan sjenis spenelitian s shukum s 

sempiris, spenelitian shukum sempiris stidak ssebatas smengkaji shukum 

spositif stertulis s(peraturan sperundang-undangan) ssebagai sdata 

ssekunder, stetapi sdari sperilaku snyata ssebagai sdata sprimer syang 

sdiperoleh sdari slokasi spenelitian slapangan s(field sresearch). sPerilaku 

snyata stersebut shidup sdan sberkembang sbebas sseirama sdengan 

skebutuhan smasyarakat, sada syang sdalam sbentuk sputusan spengadilan 

satau syang sdalam sbentuk sadat sistiadat. s 

Penelitian shukum sempiris smerupakan ssalah ssatu spenelitian 

shukum syang sdapat sdigunakan soleh spenggiat shukum suntuk 

smenemukan ssolusi shukum satas sberbagai smasalah shukum syang 

sterjadi ssecara snyata sdi sdalam smasyarakat. sMenurut sWignjosoebroto, 

sdigunakannya spenelitian shukum sempiris ssebagai ssalah ssatu smetode 

spenelitian sdalam silmu shukum, skarena shukum stidak slagi 

sdikonsepsikan ssecara sfilosofis-moral smelainkan ssecara sempiris syang 

steramati sdi salam spengalaman. sHukum stidak slagi sdimaknakan 

ssebagai snorma-norma syang seksis ssecara seksklusif sdi sdalam ssuatu 

slegitimasi syang sformal. 

Lebih slanjut sWignjosoebroto smenjelaskan spandangannya stersebut 

ssebagai sberikut: s“Dari ssegi ssubstansinya, shukum sterlihat ssebagai 
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ssuatu skekuatan ssosial syang sempiris swujudnya, snamun syang sterlihat 

ssecara ssah, sdan sbekerja suntuk smemola sperilaku-perilaku saktual 

swarga smasyarakat. sSementara sdari ssegi sstrukturnya, shukum skini 

sterlihat ssebagai ssuatu sinstitusi speradilan syang sbekerja 

smentransformasi smasukan-masukan s(materi shukum sin sabstracto 

ssebagai sproduk ssistem spolitik) smenjadi skeluaran-keluaran s(keputusan 

sin sconcreto), syang sdengan scara sdemikian smencoba smemengaruhi 

sdan smengarahkan sbentuk sserta sproses sinteraksi ssosial syang 

sberlangsung sdi sdalam smasyarakat” sJika sdisederhanakan, spenelitian 

sini stidak sakan smelihat shukum ssebagai ssebuah ssusunan snorma 

ssebagaimana syang sdilakukan soleh spenelitian shukum snormative s, 

snamun smelihat shukum ssebagai sfenomena sdimasyarakat syang sterkait 

sdengan skeberlakuan ssuatu shukum s(Kadir, s2015). 

B. Pendekatan penelitian 

Dalam spenelitian shukum sempiris syang smenjadi sfokus skajian 

spada sbekerjanya shukum sdalam smasyarakat. sPendekatan- spendekatan 

syang ssering sdigunakan sdalam spenelitian shukum sempiris, smeliputi: 

1. Pendekatan ssosiologis 

Pendekatan ssosiologi shukum smerupakan spendekatan syang 

smenganalisis stentang sbagaimana sreaksi sdan sinteraksi syang 

sterjadi sketika ssistem snorma situ sbekerja sdi sdalam smasyarakat. 

sPendekatan ssosiologi shukum smerupakan spendekatan syang shendak 

smengkaji shukum sdalam skonteks ssosial. sHasil syang sdiinginkan 
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sadalah smenjelaskan sdan smenghubungkan, smenguji sdan sjuga 

smengkritik sbekerjanya shukum sformal sdalam smasyarakat. 

2. Pendekatan antropologis 

Pendekatan santropologi shukum smerupakan spendekatan syang 

smengkaji scara-cara spenyelesaian ssengketa, sbaik sdalam 

smasyarakat smodern smaupun smasyarakat stradisional. sAntropologi 

smelihat shukum sdari saspek sterbentuknya satau sasal susul smanusia 

sdalam smasyarakat syang smempengaruhi shukum. 

Pendekatan santropologi shukum smerupakan spendekatan syang 

smengkaji scara-cara spenyelesaian ssengketa, sbaik sdalam 

smasyarakat smodern smaupun smasyarakat stradisional. s 

3. Pendekatan psikologi hukum. 

Pendekatan spsikologi shukum sdalam spenelitian shukum 

sempiris, sdi smana shukum sdilihat spada skejiwaan smanusia. 

sKejiwaan smanusia stentu smenyangkut stentang skepatuhan sdan 

skesadaran smasyarakat stentang shukum, sseperti smasyarakat 

smelakukan sperbuatan syang smelanggar shukum. 

Dari sketiga spendekatan spenelitian sempiris stersebut smaka 

spada spenelitian sini smenggunakan spendekatan ssosiologi shukum. 

sPendekatan ssosiologi shukum, syaitu spendekatan spenelitian syang 

smempelajari spengaruh smasyarakat sterhadap shukum, ssejauh smana 

sgejala-gejala syang sada sdalam smasyarakat situ sdapat 

smempengaruhi shukum. s(Saptomo, s2010) 
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C. Objek Penelitian 

Objek syang sditeliti sdalam spenelitian shukum sempiris, syaitu 

spenegak shukum sdan smasyarakat. sPerilaku shukum s(legal sbehavior) 

syaitu sperilaku snyata sdari sindividu satau smasyarakat sserta spenegak 

shukum syang ssesuai sdengan sapa syang sdianggap spantas soleh skaidah-

kaidah shukum syang sberlaku spada spengawasan sdan spengendalian 

sminuman sberalkohol sdi sKabupaten sMagelang. s 

Adapun spenegak shukum sterdiri sdari sSatuan sPolisi sPamong 

sPraja sKabupaten sMagelang. sSedangkan smasyarakat sadalah 

smasyarakat sKabupaten sMagelang skhususnya spada spenjual sdan 

spembeli sminuman sberalkohol. 

D. Sumber Data 

Sebagaimana syang sdikutip soleh sMoleong smenurut sLofland 

s"sumber sdata sutama sdalam ssebuah spenelitian skualitatif sadalah skata-

kata, stindakan sdan sselebihnya sadalah sdokumen slain". s(Arikunto, 

s2010). sBahan spenelitan syang sdigunakan sdibagi smenjadi stiga syaitu 

sbahan sdata sprimer, ssekunder sdan stersier: s 

1. Data sprimer syang sdiperoleh slangsung sdari ssumber sdata 

yangsdiperoleh slangsung sdari ssumber sutaman sdilapangan syaitu 

dengan scara spengamatan, sdan swawancara sdengan snarasumber  dan 

responden ssecara slangsung sdilapangan. S 

Narasumber satau sinforman syang ssudah sditentukan santara slain: 

a. Bapak sDollut sTuge, sS.H. sM.M. sselaku sKepala sBidang 
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sPenegakan sPeraturan sPerundang-undangan spada sSatuan sPolisi 

sPamong sPraja sKabupaten sMagelang. 

b. Masyarakat s 

2. Data ssekunder sdidapat sberdasarkan spengumpulan sbahan spustaka 

yang sterdiri sdari sbahan shukum sprimer, sbahan shukum ssekunder, 

dan sbahan shukum stersier. 

a. Bahan shukum sprimer s: 

Merupakan sbahan shukum syang smengikat, syang sterkait dengan 

pengawasan sdan spengendalian sminuman sberalkohol syaitu s: 

1) Undang-Undang sDasar sNegara sRepublik sIndonesia sTahun 

s1945 

2) Peraturan sPresiden sNomor s74 sTahun s2013 stentang 

sPengendalian sdan sPengawasan sMinuman sBeralkohol s 

3) Peraturan sMenteri sPerdagangan sRepublik sIndonesia 

sNomor s25 sTahun s2019 sTentang sPerubahan sKeenam 

sAtas sPeraturan sMenteri sPerdagangan sNomor s20/M-Dag/ 

sPer/4/2014 sTentang sPengendalian sDan sPengawasan 

sTerhadap sPengadaan, sPeredaran, sDan sPenjualan 

sMinuman sBeralkohol 

4) Peraturan sDaerah sKabupaten sMagelang sNomor s12 sTahun 

s2012 stentang sPengawasan sdan sPengendalian sMinuman 

sBeralkohol. 
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b. Bahan hukum ssekunder 

Bahan shukum ssekunder smerupakan sbahan shukum syang 

didapat sdari stulisan-tulisan skarya silmiah smaupun sdata, sarsip 

dan spublikasi sterkait spengawasan sdan spengendalian sminuman 

beralkohol. 

c. Bahan shukum tersier 

Bahan shukum stersier smerupakan sbahan shukum syang 

memberikan sinformasi smaupun spenjelasan sdari sbahan shukum 

primer sdan ssekunder syang smeliputi sKamus sBesar sBahasa 

Indonesia sdan sKamus sHukum. 

E. Teknik Pengambilan Data 

Penelitian sini smelakukan spengambilan sdata sdengan steknik s: 

1. Studi skepustakaan s(Library sresearch) 

Studi skepustakaan smerupakan ssuatu sstudi syang sdigunakan suntuk 

mengumpulkan sdata smaupun sinformasi sdengan sbantuan smaterial 

yang sada sdi sperpustakaan s(Arfiani sYulia sAminati, s2013). sStudi 

kepustakaan smerupakan stahapan sawal syang sdimulai sdengan 

mengiventarisir ssumber/dasar-dasar shukum smaupun stulisan-tulisan 

karya silmiah ssebagai sdata ssekunder suntuk smencari speraturan-

peraturan, sasas-asas, steori, skonsep-konsep , smaupun spemikiran 

lainya syang sberkaitan sdengan spengawasan sdan spengendalian 

minuman sberalkohol. 

2. Studi lapangan s(field sresearch) 
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Tahap sselanjutnya smerupakan sstudi slapangan syang smerupakan 

metode skualitatif spengumpulan sdata syang sbertujuan smengamati, 

berinteraksi sdan smemahami sorang ssementara spengamat sberada sdi 

lingkungan stersebut s(Purhita, s2021). sStudi slapangan spada 

penelitian sini sberupa swawancara sdan sobservasi. sWawancara 

merupakan ssituasi speran santara spribadi syang ssaling sbertatap 

muka sdan smengajukan spertanyaan syang sbertujuan smemperoleh 

jawaban syang sdiinginkan s(Soekanto, s2012). sSementara sobservasi 

dalam spenelitian sini smerupakan sobservasi snon-partisipan sdimana 

peneliti sberkedudukan ssebagai spengamat s(Zuriah, s2009). sPada 

tahap sstudi slapangan sini s sberupa swawancara stidak stersetruktur 

dengan sinforman syang sditentukan satau syang sberwenang sterkait 

pengawasan sdan spengendalian sminuman sberalkohol sdi sSatuan 

Polisi sPamong sPraja sKabupaten sMagelang sdan smasyarakat ssecara 

mendalam. s 

Informan syang sditentukan sdalam spenelitian sini syaitu s s: 

a. Bapak sDollut sTuge., sS.H. sM.M. sselaku sKepala sBidang 

sPenegakan sPeraturan sPerundang-undangan spada sSatuan sPolisi 

sPamong sPraja sKabupaten sMagelang. 

b. Masyarakat s 

F. Teknik Analisis Data 

Data ssekunder syang stelah sdiperoleh sberdasarkan slibrary 

sresearch s(studi spenelitian skepustakaan) sdan sdata sprimer sberdasarkan 
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sproses sfield sresearch s(penelitian slapangan). sData syang sterkumpul 

smelalui spengumpulan sdata stersebut sbelum smemberikan smakna spada 

stujuan spenelitian, ssehingga sperlu sadanya spengolahan satau sanalisa 

sdata.: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan analisa data 

  Sumber: sMetode sPenelitian sHukum, s sMuhaimin s2020 

Menurut sMiles sdan sHuberman, sanalisis s sdata sdilakukan sdengan 

stahapan ssebagai sberikut s(Muhaimin, s2020) s: 

1) Reduksi sdata 

Reduksi sdata smerupakan skegiatan smerangkum, spemilihan 

data-data spokok, smemfokuskan spada shal-hal syang spenting, 

mencari stema sserta spolanya. sSetelah sdata ssekunder smaupun 

primer sterkumpul, sdata sakan sdirangkum sdan sdipilih syang 

berkaitan sdengan sefektivitas sPeraturan sDaerah sNomor s12 sTahun 

2012 stentang sPengawasan sdan sPengendalian sMinuman sBeralkohol 

dalam smewujudkan sketertiban sumum sdi sKabupaten sMagelang. 

 

Pengumpulan data 

Penarikan kesimpulan 

Reduksi data 

Penyajian data 
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2) Penyajian sdata 

Setelah sdata sdireduksi stahap sselajutnya sadalah spenyajian 

sdata. sData sdisusun sdisajikan ssecara ssistematis sdan sberurutan 

sserta sdianalisis sdengan smenggunakan smetode sdeskriptif 

skualitatif. sAnalisa skualitatif sini sbermaksud suntuk 

smendeskripsikan sefektivitas sPeraturan sDaerah sNomor s12 sTahun 

s2012 stentang sPengawasan sdan sPengendalian sMinuman 

sBeralkohol sdalam smewujudkan sketertiban sumum sdi sKabupaten 

sMagelang syang sdisajikan sdalam sbentuk snarasi. 

3) Penarikan skesimpulan 

Setelah sdata sdisajikan sdengan sAnalisa skualitatif, speneliti 

smembuat skesimpulan sdengan smenarik sfakta-fakta syang sada. 

sMetode sAnalisa skualitatif stersebut smenganalisis sdata syang 

sdidapatkan sdengan scara smengurai, smembahas, sdan smenafsirkan 

stemuan-temuan sdengan sperspektif satau ssudut spandang sefektivitas 

sPeraturan sDaerah sNomor s12 sTahun s2012 stentang sPengawasan 

sdan sPengendalian sMinuman sBeralkohol sdalam smewujudkan 

sketertibansdi sKabupaten sMagelang. 
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan shasil spenelitian sdan spembahasan, smaka sdapat sditarik 

skesimpulan ssebagai sberikut: 

1. Efektivitas sPeraturan sDaerah sKabupaten sMagelang sNomor s12 sTahun 

s2012 stentang sPengawasan sdan sPengendalian sMinuman sBeralkohol sdi 

sKabupaten sMagelang sdapat sdikatakan sbelum sefektif. sHal sini sdidasarkan 

spada sfaktor shukumnya ssendiri, faktor penegak hukum, faktor 

smasyarakat sdan sfaktor sbudaya. s 

2. Hambatan sdalam spenerapan sPeraturan sDaerah sNomor s12 sTahun s2012 

stentang sPengawasan sdan sPengendalian sMinuman sBeralkohol ssebagai 

berikut yaitu sdari ssegi speraturan situ ssendiri, ssanksi spidana skurungan 

syang sdiberikan sdirasa skurang smaksimal sdan sKetentuan sPeraturan 

sMenteri sPerdagangan sRepublik sIndonesia sNomor s25 sTahun s2019 syang s 

sbertentangan sdengan sPeraturan sDaerah sNomor s12 sTahun s2012. 

sHHambatan dari faktor penegak hukum adalah kurangnya jumlah 

personil SATPOL PP dalam melaksanakan pengawasan terhadap 

peredaran minuman beralkohol illegal di Kabupaten Magelang.  

Hambatan sdari sfaktor smasyarakat syaitu smasih skurangnya skesadaran 

smasyarakat suntuk sikut sserta sdalam supaya s smencegah satau smelawan 

speredaran sminuman sberalkohol. Hambatan sdari sfaktor sbudaya syaitu 

skebiasaan masyarakat yang begadang ataupun nongkrong dimalam hari 
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dalam acara pernikahan dan dijamu oleh tuan rumah dengan disediakan 

minuman beralkohol dengan alasan solidaritas.  

3. Solusi sdalam spenerapan sPeraturan sDaerah sNomor s12 sTahun s2012 

stentang spengawasan sdan spengendalian sminuman sberalkohol sadalah 

ssebagai sberikut sdari sfaktor shukumnya ssendiri s syaitu sperlu smeningkatkan 

ssanksi spidana skurungan smenjadi s6 s(enam) sbulan s sdan smemaksimalkan 

spenjatuhan sdenda skepada spelanggar sdengan stujuan smemberikan sefek 

sjera sdan sperlunya skoordinasi syang sdilakukan sPemerintah sDaerah sdengan 

sPemeritah sPusat sterkait sadanya sperizinan sSurat sKeterangan sPenjual 

sLangsung sMinuman sBeralkohol sGolongan sA s(SKPL-A) syang 

sditerbitkan soleh sMenteri sPerdagangan. Solusi dari faktor penegak 

hukum yaitu perlu adanya tambahan personil SATPOL PP untuk 

menunjang pengawasan peredaran minuman beralkohol illegal di 

Kabupaten Magelang. Solusi sdari sfaktor smasyarakat syaitu sperlunya 

ssosialisasi stentang sPeraturan sDaerah sNomor s12 sTahun s2012 spada 

smasyarakat sdi sseluruh swilayah sKabupaten sMagelang sbaik sdari stingkat 

sKabupaten, sKecamatan smaupun sDesa sdengan smelibatkan stokoh sagama, 

stokoh smasyarakat, spelajar sdan spelaku susaha. sSelain situ sjuga sperlunya 

supaya spencegahan ssedini smungkin smelalui skeluarga skarena smerupakan 

sunit sterkecil sdari smasyarakat sserta smemprioritaskan spenanganan slaporan 

saduan smasyarakat ssebagai sbentuk sapresiasi speran smasyarakat. sSolusi 

sdari sfaktor sbudaya syaitu perlu smelakukan ssosialisasi skhusunya skepada 

mmasyarakat sterkait slarangan smengkonsumsi sminuman beralkohol sdi 
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luar tempat tertentu seperti pada saat begadang atau nongkrong dalam 

acara pernikahan sesuai sdengan sPeraturan sDaerah sNomor s12 sTahun 

s2012. 

B. Saran 

1. Perlu smelakukan srevisi smengenai sPeraturan sDaerah sNomor s12 sTahun 

s2012 stentang spengawasan sdan spengendalian sminuman sberalkohol sdi 

sKabupaten sMagelang, skhususnya sterhadap ssanksi syang sada sdalam 

sPeraturan sDaerah stersebut skarena sdalam spelaksanaannya sdilapangan 

smasih sbanyak sditemukan spelanggar syang smengulangi speredaran 

sminuman sberalkohol smeskipun ssudah sdiberikan shukuman sdenda sserta 

sperlunya smelakukan skoordinasi santara sPemerintah sDaerah sdengan 

sPemerintah sPusat sterkait sdengan sketentuan sPeraturan sMenteri 

sPerdagangan sRepublik sIndonesia sNomor s25 sTahun s2019 syang 

sbertentengan sdengan sPeraturan sDaerah s sNomor s12 sTahun s2012. 

2. Perlunya penambahan jumlah SDM pada SATPOL PP Kabupaten 

Magelang untuk menunjang pengawasan peredaran minuman 

beralkohol illegal di Kabupaten Magelang . 

3. Perlu sadanya sosialisasi suntuk speran saktif sdari smasyarakat sdalam 

smembantu smencegah sdan smelawan speredaraan sminuman sberalkohol sdi 

slingkungannya syang sbertujuan suntuk smewujudkan sketertiban sumum sdan 

skeamanan sdalam slingkungan smasyarakat. 
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